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BUPATI BANGGAI,

imbang ¢ a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian popuiasi
peternakan dan kestabilan perekonomian daerah,
maka " perlu  dilakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap hasil peternakan ; |

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada

huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan
Daerah;

P

|
!
| 3 | |
‘Mengingat ¢ 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di

Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor |
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1322);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3339 );

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848 ) ;

_ undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

| ¢ g;i%naian Atasg Undang - undang Namol is

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246 ’I‘arr;‘)ahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

; 25 Tahun 2000
ran Pemerintah Nomor
5. f;fta;ﬁg Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan |

1 bagai pDaerah Otonom ( Lembaran
l!:l;a ‘22?:1 ,?:huﬁ 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

© Oipndas dengan f!a,mSoa,nmv




getap£an : :gl;?:gl;&g DAERAH KABUPATEN BANGGAI
¢ . EMBIN
et i AAN DAN PENGAWASAN HASIL

:
l
|

|

BAB I |
KETENTUAN UMUM |

|
|

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Exsckutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai
sebagai Badan Legislatif Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melak.uka_n usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbat3§,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Miiik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana  pensiun, persekutuan,
perku,mpulan, yayasan, Organisasi massa, Orgamisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha .

tetap, dan bentuk badan Jainnya. _
6. KélspDaerah adalah Kas Daerah Kgbupaten B:I:jgag:x,
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
: - gy . undangan diwajibkan untuk melakukan

. Peraturan Perundang {ermasuk pemungut atau  pemotong

Pembayaran Retribusi
Retribusi tertentu.

mqnmaamfg'ﬁgdn amscanney



bi ’
yaran Retribysgj

47 yang berlaky, * &
rat Ketetapan Retriyg; | -
alah Surat Ketetapan Re?:.g"‘h yang de
kok Retribusi, usi yang mer
qurat Ketetapan Retribys; p |
(e a "
g apat disingkat SKRDKRp er:gall{algang Bayar Tambal
;@enentUKan tambahan  atas jumlan 1{Rrat. Ketetapan
 gitetapkan. etribusi. yang, &
: , surat Ketetapan Retribysj
disingkat SKRDLB adalah

Daerah Lebih Bayar yang dapat

: Surat Ketetapan Retribusi yan
menentukan jumlah kelebijhan pembayarag Retribusi ml<a¥en:

jumlah kredit Reiribusi Lebih besar dari gl
terutang atau tidak seharusnya terutang.arl pada Retribusi yang |

3. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan Retritusi dan / atau
sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

BAB II
NAMA, CBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

n dan Pengawasan Hasil Peternakan dipungut |

Dengan nama Pembinas :
inaan dan Pengawasan.

Retribusi atas pembayaran Jasa Pemb

Pasal 3

1} Objek Retribusi: adalan  setiap  hasil peternakan yang;

; v
diperdagangkan keluar daerah.
@ Tidak = termasuk objek Retribusi

rak di bidang S

peternakan yang berge
sendiri.

adalah pengeluaran hasil |
osial dan / atau dikonsumsi

pasal 4

rang pribadi atau badan yang melakukan
0

Subjek Retribusi adalal akan keluar Daerah

: n
f€giatan pengeluarall hasil peter

Dipndar dengan Camscanner



Pasal 7 i
|

P.rinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pembinaan dan peéngawasan terhadap komoditi hasil |
peternakan. |

|
|
|

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

I) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis komoditi
hasil peternakan yang diperdagangkan keluar daerah. |

%) Besarnya tarif jasa pembinaan dan pengawasan ditetapkan sebagai
beritriit -

a. Sapi Rp. 25.000,-/ekor
b. Kerbau Rp. 25.000,-/ekor -
¢. Kuda Rp. 20.000,-/ekor
d. Kambing Rp. 5.000,-/ekor |
. €. Babi Rp.  5.000,-/ekor |
BL A Rp. 1.500,-/ekor |
: 31 i Rp. 1.500,-/ekor 7 |
. g g Rp.  1.000,-/ekor | |

Rp.  1.000,-/ekor | "_

; RD. 150,-/Kg
Telur Ayam dan Itik o :Rg- . 50,-/Kg

asah
ering




rewsbinaan dan Pengaw : =

atau badan yang gme‘;’:ka:k:nllak:m terhadap setiap or:

peternakan keluar daesih untuk m?:"m kplﬂllehm s

. ternal.( dan stabilitas perekonomian dat:rjt:l'tga N

(2) Pembinaan dan Pengawasan Sebagajms:ma dimaksud dalam
avat (1) dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai.

(3) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ,
dimaksud dalam ayat (2), maka setiap pengeluaran hasil
peternakan keluar daerah wajib memiliki Surat Keterangan Asal
( SKA ). :

(4) Mekanisme dan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Hasil

Peternakan keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ‘

BAB IX
RIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

MASA RET
Pasai 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

pasal 12

ah pada saat diterbitkanya SKRD atau

Saat retribusi terutang adal l
dokumen lain yang dipersamakan. |




St g e

pagai awal pelalgsanaan penagihan

tujub) hari setelah jatuh tempo penfbara‘n T
jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi h

melunasi retribusi yang terutang, K -
- gurat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeltiarkatt

¥ oleh pejabat yang ditunjuk.

(1)
2
B

@)

6)

)

) Apabila jangka waktu sebagaimanad dimalsat

BAB Xi
KEBERATAN

Pasal 14

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupat:
alwu Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai dengan alasan - :lasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

Retribusi, Wajib  Retribusi harus dapat membuktikan

ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama

2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila retribusi tertentu dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

diluar kekuasaannya. '
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat

keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 3
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksenaan penagihan.retribusi.
Pasal 15
a6 (eném) bulan sejak

Bupati dalam jangke waktu pah'ng lam
tanggal surat keberatan diterima harus mem

iajukan. :
atas keberatan yang diaju tan dapat berupa menerima
au menambah besarnya :

atas kebera

Keputusan Bupati
4 kg bagian, menolak at

seluruhnya atau se
retribusi yang terutang.

beriken keputusan




| BAB XIn1
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
@ Retribusi yang ter.utafng dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima
" pelas) hari sejak diterimanya SKRD, SKRDKBT dan STRD. '
) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disetor ke Kas Daerah.

' BAB XIV
KADALUWARSA

i

Pasal 18 |

i ’ |
(I Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui iangl:ta waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retanm, 'chuah
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di dibidang
retribusi. . _ |
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam |
ayat (1) tertangguh apabila : .
" di itkan surat teguran dan surat pakga atau ; i |
ta; ggzrb;;;;akuan utang retribusi dari wajib retribusi  baik

langsung maupun tidak langsung.

2 |
!

| BAB XV |
| KETENTUAN PIDANA

f | Pasal 19

’ |
| . 3
i A Ly . laksanakan kewajibannya sehingga
(1) wajib }'etrlbusl gn?nfn tlgilzrzf diancam pidana kurungan paling
E;rugék?;l alx{r? ;1 b{;glan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
a
 (limajutarupiah).
(2) Tindak pidana sebagaiman
. pelanggaran. . aksud dalam ayat (1) merupakan
) Denda sebabg:le!:la;ngandduinsetor langsung ke Kas Daerah.
penerimaan

o dimaksud dalam ayat (1) adalah

Dipndat dengan Camscanner



t Pegawai Negeri Sipil tertenty dj |
diberi wewenang khusus se
Jekan penyidian tindak pidana dbide

gebagaimanan dimaksud dalam e

~ pidana yang berlalu, Undang - undang

. wewenang Penyidik sebagai , g

z{iealah: YI; bagaimana dimaksud dalam ayat

a. menerima, mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan |
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibid
Retqbu§1 Daerah agar keterangan atau laporan tersebut

~ menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 31
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ; |

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau ]
padan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah ; :

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - :

~ dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

~ retribusi daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidanan dibidang retribusi daerah ; |

g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang |
meninggalkan | ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan |
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau |
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pad'a huruf e; |

h. memotret seseprang yang pberkaitan dengan tindak pidana i

retribusi daerah ; _

i, memanggil orang untuk d1d§:ng
sebagai tersangka atau saksi ;
menghentikan penyidikan ;

A melaﬁxkan tindakan lain yang perlg u_ntuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut

hukum yang bertanggungjawab ;

ar keterangannya dan diperiksa jg

e

' B) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam .ayat (1) {nembe%ﬁhamukan |
. dimulainya penyidikan dan meny ampaikan h o tplig{ilsi Ne a}r’:;.l |
Kepada Penuntut Umuim melalui penyidik pejaba diatur d:lam i
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang

v' ~ Undang — undang Hukum Acara Pidana yang perlaku.

=1

"'n.lL:..J_.:"‘ ‘o "vi'-w .7 : .I' -
Dipindar dengan Camscanner
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Pasal 22

g

P | B o i

- hal yang belum diatur dalam Peraturan D L .
R aerah ini s

genal pelaksanaapnya akan diatur lebih lanjut dengan K’::l?ﬂjﬂﬂl

Pasal 23

ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
g'-j‘engundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 5
lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

I
|
|
|
|
|

Disahkan di Luwuk
/v”‘j’lz@rd\\a\tanggal 26 Nopember 2002
\}/"\4' p

‘I
’ s
|
!
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